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PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  

2021 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR: 02/PL.02.7-

Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TERPILIH BUTON UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  BUTON UTARA TAHUN 2020 

a. Bahwa berdasarkan pasal 13 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-

undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2015. 

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Buton Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati 

dan Wakil Bupati Buton Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Buton Utara Tahun 2020; 

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini  adalah :  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4690); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1498);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 

24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222 / 
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PP.01.2-Kpt  /7410/ KPU-Kab/X /2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Buton Utara Tahun 2020; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 

256/PL.02.6-Kpt/7410/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pedoman Teknis 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 

257/Pl.02.6-Kpt/7410/Kpu-Kab/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Buton Utara Tahun 2020;; 

Dalam keputusan  KPU Nomor 246/PP.02.3-Kpt/7410/KPU-KAB/XI/2020 

diatur tentang: 

Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton 

Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, 

Yakni Nomor Urut 1 (satu)  Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan 

Sdr. Ahali, SH,MH dengan perolehan suara sebanyak 15890 (lima belas 

ribu delapan ratus sembilan puluh) suara atau 38,19 % (tiga puluh 

delapan koma Sembilan belas persen) dari total suara sah 

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal 

diundangkan Tanggal 22 Januari 2021 
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